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ABSTRAK 
Dewi Rumaisa. 2018. E0014097. SINKRONISASI UNDANG-UNDANG 
NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN 
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UNDANG-UNDANG 
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 GUNA 
MEWUJUDKAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK. 
Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
Penulisan ini bertujuan menganalisis dan mengkaji ketidaksesuain Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup selanjutnya disebut UUPPLH yang dianggap kurang sesuai dengan peraturan 
diatasnya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
yang menyongsong Konstitusi Hijau (Green Constitution) pada Pasal 28 H ayat (1) 
dan Pasal 33 ayat (4). Hal ini mempengaruhi optimalisasi serta hambatan dari 
implementasi UUPPLH itu sendiri. Penulisan hukum ini menggunakan penelitian 
hukum dengan jenis Metode Penelitian Normatif bersifat perspektif. dengan 
menggunakan sumber-sumber bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun 
bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan 
cara studi kepustakaan baik berupa buku-buku, maupun dokumen. Dalam penulisan 
hukum ini, penulis menggunakan teknik deduksi berdasarkan metode penalaran 
deduktif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa, ketidaksesuaian Undang-Undang 
dengan Peraturan diatasanya dapat diatasi dengan peran pemerintah untuk 
mengubah / mencabut pasal tertentu yang mengalami disharmoni atau seluruh pasal 
peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, oleh lembaga/instansi yang 
berwenang yang membentuknya atau mengajukan permohonan uji materil kepada 
Mahkamah Konstitusi untuk pengujian peraturan perundang-undangan dibawah 
undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Kata kunci: Konstitusi Hijau, Disharmonisasi, Pemerintah, Lingkungan Hidup, 
Mahkamah Konstitusi. 
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ABSTRACT 
Dewi Rumaisa. 2018. E0014097. SYNCHRONIZATION OF THE LAW OF THE 
NUMBER 32 OF THE YEAR 2009 CONCERNING THE PROTECTION AND 
MANAGEMENT OF THE LIVING ENVIRONMENT AND INDONESIA’S 
CONSTITUTION OF THE YEAR 1945 TO MAKE THE GENERAL 
PRINCIPLES OF GOOD GOVERNMENT. Faculty of Law, Sebelas Maret 
University 
 This writing aims to analyze and review the non-conformity of Law Number 
32 Year 2009 on Environmental Protection and Management hereinafter referred 
to as UUPPLH which is considered less in accordance with the above rules namely 
the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia which welcomes the 
Green Constitution (Green Constitution) on Article 28 H paragraph (1) and Article 
33 paragraph (4). This affects the optimization and constraints of the 
implementation of UUPPLH itself. This legal writing using legal research using the 
method of Normative Research. by using the source of legal materials, both primary 
and secondary law materials. For the technique of collecting data, the researcher 
used literature research for the books and documents. The researcher used 
deduction technique which is based on deductive reasoning method in writing this 
research. The results of this study make clear that the mismatch of Laws with 
Regulation on bottom it can be overcome by the role of the government to change / 
revoke certain  or all articles that discuss the disharmony of the allied rules, by the 
institutions / institutions that regulate it or applying for a review to the 
Constitutional Court for the examination of laws and regulations in accordance 
with the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia. 
Keywords : Green Constitution, Disharmonization, Environment, Government, 
Constitutional Court. 
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MOTTO 
 
“Aku tidak pernah menyesali apa yang terjadi dalam hidupku, karena Allah tahu 
yang terbaik untukku. Aku tidak akan pernah takut dengan apa yang ada 
didepanku selama aku bersama Allah Tuhanku” 
(Dewi Rumaisa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
viii 
 
PERSEMBAHAN 
Bismillahirrahmanirrahim.... 
Dengan segala puji syukur dan kerendahan hati, Penulis mempersembahkan 
Karya (Skripsi) ini sebagai wujud syukur, cinta dan terimakasih kepada : 
1. Allah Azza Wa Jalla, Dzat yang Maha Sempurna yang tak henti-hentinya 
memberikan segala kemudahan dan Nikmat-NikmatNya kepada saya. 
2. Nabi Muhammad SAW yang menjadi junjungan dan panutan saya. 
3. Keluarga tercinta, tangan kanan Allah didunia untuk saya, yang selalu 
memberikan segalanya kepada saya meskipun saya belum dapat membalasnya. 
4. Prof. Dr. I Gusti Ayu KRH, S.H., M.M., Dosen Pembimbing yang baik hatinya 
nan cantik parasnya, dosen yang selalu memberi ilmu dan motivasi selama saya 
kuliah dan mengerjakan skripsi ini. 
5. Sahabat-sahabat saya yang selalu mendukung saya selama proses pembuatan 
skripsi ini, Halimah Ratna Sari, Asmarsha Qatrinada, Lydya Arfina, Sonya 
Rosha Yolanda. 
6. Sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan jawaban atas kebingungan 
saya mengenai alur semprop hingga sidang ini, Muhammad Bagus Adi 
Wicaksana, Nadila Maysilla, Ody Wiguna, Halimah Ratnasari. 
7. Para penguji sidang saya yang telah memberikan nilai terbaik untuk saya 
sesuai kemampuan saya. 
8. Almamater Saya tercinta dan saya banggakan Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ix 
 
KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala ciptaan-Nya, 
keagungan-Nya dan kebesaran-Nya. Atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat 
menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) dengan judul “SINKRONISASI 
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG 
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN 
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 
1945 GUNA MEWUJUDKAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN 
YANG BAIK” 
Semua yang penulis capai tidak terlepas dari segala upaya kesabaran, usaha 
dan bantuan dari berbagai pihak. Seiring dengan selesainya penulisan hukum ini, 
maka penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada 
semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penulisan hukum ini: 
1. Bapak Prof. Dr. H. Ravik Karsidi, M.S., selaku Rektor Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
2. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta beserta Pembantu Dekan I, Pembantu 
Dekan II dan Pembantu Dekan III. 
3. Ibu Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi H, S.H., M.M., selaku Ketua Bagian 
Hukum Administrasi Negara sekaligus Dosen Pembimbing yang telah 
membantu sekaligus memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis 
dalam penulisan hukum (skripsi) ini sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penulisan hukum ini dengan baik. 
4. Bapak Handojo Leksono, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang 
telah memberikan bimbingan, motivasi dan arahan selama penulis belajar di 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
5. Bapak dan/atau Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarta yang dengan keikhlasan dan kemuliaan telah memberikan bekal 
ilmu kepada penulis selama penulis belajar di kampus Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
xi 
 
DAFTAR ISI 
 
HALAMAN JUDUL  .....................................................................................  i 
HALAMAN PERSETUJUAN  .....................................................................  ii 
HALAMAN PENGESAHAN  .......................................................................  iii 
HALAMAN PERNYATAAN ........................................................................  iv 
ABSTRAK ......................................................................................................  v 
ABSTRACT ....................................................................................................  vi 
HALAMAN MOTTO ....................................................................................  vii 
HALAMAN PERSEMBAHAN ....................................................................  viii 
KATA PENGANTAR  ...................................................................................  ix  
DAFTAR ISI  ..................................................................................................  xi 
DAFTAR TABEL  .........................................................................................  xiii 
DAFTAR GAMBAR  .....................................................................................  xiv 
BAB I  PENDAHULUAN  .........................................................................   
A. Latar Belakang .........................................................................  1 
B. Rumusan Masalah ....................................................................  7 
C. Tujuan Penelitian ......................................................................  8 
D. Manfaat Penelitian  ...................................................................  9 
E. Metode Penelitian  ....................................................................  9 
F. Sistematika Penulisan Hukum  .................................................  11 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA  ...............................................................   
A. Kerangka Teori  ......................................................................  13 
1. Tinjauan Umum Tentang Teori Konstitusi ……................     13 
2. Tinjauan Umum Tentang Hierarki Peraturan Perundang-
Undangan ………………………………………………...     15 
3. Tinjauan Umum Tentang Hukum Lingkungan Indonesia .     19 
4. Tinjauan Umum Tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan  
yang Baik …………………………………………….......     21 
B. Kerangka Pemikiran  .............................................................  27 
BAB III  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ............................   
 
 
xii 
 
A. Bagaimana Sinkronisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945? 
…………………………………………………………………..      29 
1. Sejarah lahirnya Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4)  
UUD 1945 sebagai Konstitusi Hijau Indonesia ...................  29 
2. Sejarah Lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009  
tentang Perlindungan dan  Pengelolaan Lingkungan .........      49 
3. Sinkronisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) 
dan Undang-Undang Dasar 1945…………………………      69 
B. Apa Upaya Pemerintah Dalam Mensinkronkan Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945? …………………………………………    90 
1. Pengharmonisasian pada Peraturan Perundang-Undangan 
yang Mengalami Disharmonisasi ………………………..    90 
2. Solusi pada Peraturan Perundang-Undangan yang Mengalami 
Disharmoni ……………………………………………… 107 
BAB IV PENUTUP ………………………………………………………....      
A. Kesimpulan  ............................................................................     109 
B. Saran  .......................................................................................     110 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xiii 
 
DAFTAR TABEL 
 
Tabel 1.  Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia  ..........  18 
Tabel 2.  Pasal 33 UUD 1945 Sebelum dan Setelah amandemen  .............  48 
Tabel 3. Sinkronisasi Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 dan UUPPLH beserta  
 Keterangan .....................................................................................  71 
Table 4.   Sinkronisasi Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 dan UUPPLH beserta 
     Keterangan ………………………………………………………      85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xiv 
 
DAFTAR GAMBAR 
 
Gambar 1. Kerangka Pemikiran  .................................................................  27 
Gambar 2. Mekanisme Pembuatan Undang-Undang  ...............................  66 
Gambar 3. Bagan Penyusun Undang-Undang  ...........................................  93 
 
